BAB Il1

KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH LIMBAH INDUSTRI PT

ANEKA KAOLINE UTAMA DI TANJUNG PANDAN BELITUNG

A. Profil Perusahaan PT Aneka Kaoline Utama

PT Aneka Kaoline Utama merupakan industri kaolin yang
beralamatkan Jalan Murai Km 4 RT 07 RW 11, Tanjung Pandan Belitung.
Perusahaan ini telah cukup lama menjadi salah satu produsen industri kaolin.
Karena persaingan dalam usaha kaolin ini sudah cukup banyak pesaingnya,
maka PT Aneka Kaoline Utama memasarkan hasil produksinya tidak hanya di
dalam negeri saja, akan tetapi telah merambah ke luar negeri guna
mendapatkan keuntungan yang meningkat pula.

PT Aneka Kaoline Utama didirikan pada tahun 1955 dengan nama
Perusahaan Kaolin MADJU vyang bergerak di bidang pengolahan kaolin
dengan luas areal penambangan 3 Ha dan 12 orang karyawan.

Pada tanggal 31 Juli 1978, perusahaan dirubah menjadi berbentuk
badan hukum dengan nama PT. ANEKA KAOLINE UTAMA. Sampai pada
saat ini, dengan luas areal penambangan 66 Ha dan mempekerjakan 68 orang
karyawan tetap serta produksi sebanyak 31,000 MT per tahun.

Perusahaan ini telah bertahan lebih dari 60 tahun karena pelanggan
setia dan tenaga kerja yang berdedikasi. Dengan mesin teknologi tinggi dan

pekerja yang mempunyai jam Kkerja tinggi, PT Aneka Kaoline Utama
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menghasilkan kualitas kaolin bubuk stabil dan tinggi untuk pelanggannya
karena PT Aneka Kaoline Utama berdedikasi untuk memuaskan konsumen
dan memiliki hubungan jangka panjang yang baik dengan pelanggannya.
. Kerusakan Lingkungan Hidup oleh Limbah Industri PT Aneka Kaoline
Utama di Tanjung Pandan Belitung

Pembangunan yang terus meningkat di segala bidang, khususnya
pembangunan di bidang industri, merupakan pilihan bagi bangsa Indonesia
untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Menurut Valentino Darsono,
menyatakan:

“Industri merupakan salah satu sektor pembangunan yang

sangat potensial untuk merusak lingkungan hidup. Apabila

hal ini tidak mendapat perhatian yang serius maka ada kesan

bahwa antara industri dan lingkungan hidup tidak berjalan

seiring, dalam arti semakin maju industri akan semakin rusak

lingkungan hidup itu.”¥

Pembangunan di bidang industri, semakin meningkatkan pula
pencemaran lingkungan hidup akibat jumlah limbah yang dihasilkan termasuk
yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan dan
kesehatan manusia. Gangguan lingkungan, baik berupa pencemaran maupun
kerusakan dan perusakan lingkungan hidup. Kegiatan industri memiliki
potensi yang cukup tinggi untuk terjadinya pencemaran lingkungan. Limbah

yang dihasilkan dari setiap kegiatan industri mempunyai kecenderungan untuk

menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi lingkungan sekitarnya.

*) Valentinus Darsono, Pengantar Illmu Lingkungan, Universitas Atma Jaya
Yogyakarta, Yogyakarta, 1995, him. 54.
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Limbah industri menghasilkan limbah cair yang dibuang ke dalam
lingkungan yang apabila tidak dikelola secara sempurna sehingga melampaui
baku mutu yang telah ditetapkan. Bila hal itu terjadi maka masyarakat sekitar
pabrik yang akan terkena dampak negatifnya yang dapat menyebabkan
mereka mengalami kerugian, baik kerugian materil maupun imateril.

Masalah lingkungan hidup ini memang merupakan suatu permasalahan
yang rumit, dimana lingkungan lebih banyak bergantung kepada tingkah laku
manusia yang semakin lama semakin menurun baik dalam kualitas maupun
kuantitasnya dalam menunjang kehidupan manusia.

Pasal 1 butir (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meyatakan:

“Perncemaran  lingkungan hidup adalah masuk atau

dimasukanya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen

lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga

melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Pasal 1 butir (16) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang

menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap

sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga

melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan yang
menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan, baik yang bersifat

fisik, kimiawi, maupun biologis sehingga mengganggu kesehatan manusia,

dan aktivitas manusia serta organisme lainya. Pencemaran terhadap



66

lingkungan hidup seperti halnya yang terjadi di daerah Tanjung Pandan
Belitung dengan tingkat pencemaran yang mengakibatkan dampak terhadap
lingkungan dan masyarakat yang sangat cepat terutama di Sungai Air Raya di
daerah tersebut. Diduga pencemaran tersebut akibat pembuangan air limbah
industri PT Aneka Kaoline Utama yang dibuang ke Sungai di sekitar daerah
pabrik tersebut.

Para pemilik industri itu memang hampir semuanya mempunyai
Intalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Tapi ada dugaan, IPAL itu
digunakan hanya saat ada pemeriksaan dan pengawasan dari pemerintah saja.
Buktinya di aliran Sungai Air Raya setiap hari dan selama 24 jam itu
berwarna putih dan mengandung bahan berbahaya dan beracun. Sejak pabrik
tersebut membuang limbah hasil produksinya ke sungai Air Raya di daerah
Tanjung Pandan Belitung, sungai tersebut menjadi tercemar dan warga di
sekitar mengeluhkan hal tersebut karena sungai Air Raya merupakan sumber
air bagi warga sekitar untuk kebutuhan sehari-hari. Dapat ditarik suatu
kesimpulan bahwa pembuangan air limbah industri kaolin di daerah Tanjung
Pandan Belitung ini berdampak terhadap perusakan lingkungan sekitar yang
mengakibatkan penurunan manfaat air sungai, dikarenakan industri pabrik
tersebut memiliki limbah B3 yang dibuang langsung ke sungai, sehingga
terjadi pencemaran lingkungan hidup.

Industri yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan taraf hidup

manusia akan memberikan dampak negatif pula berupa pencemaran dan
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kerusakan ligkungan. Unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk kegiatan
industri antara lain adalah sumber daya alam berupa bahan baku, energi dan
air. Sumber daya manusia berupa tenaga kerja pada berbagai tingkatan
pendidikan, serta peralatan.

Kegiatan industri yang melibatkan unsur-unsur tersebut dapat
menimbulkan dampak negatif yang berupa :
1. Pandangan yang kurang menyenangkan pada wilayah industri
2. Penurunan nilai tanah disekitar industri bagi pemukiman
3. Timbul kebisingan oleh operasi peralatan
4. Bahan-bahan buangan yang dikeluarkan industri dapat menggangu atau

mengkotori udara, air dan tanah

5. Perpindahan penduduk yang dapat menimbulkan dampak sosial
6. Hasil produksi dapat mempengaruhi pola hidup masyarakat

7. Timbul kecemburuan sosial.

Sungai digunakan sebagai sumber air untuk kebutuhan hidup
masyarakat, terkontaminasi limbah kaolin. Dari hasil tes yang dilakukan di
lokasi tersebut air yang biasa digunakan oleh masyarakat di sekitar wilayah
industri untuk keperluan sehari-hari sangat berbahaya. Dampak tersebut sudah
akan dapat terjadi sejak perencanaan atau eksplorasi suatu industri, dan dapat

terus berlanjut pada tahapan kontruksi maupun operasinya, oleh karena itu
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pengembangan industri terutama pada awal perencanaan harus sudah

memperhatikan faktor lingkungan.

Dampak kerusakan lingkungan yang dirasakan oleh warga Tanjung
Pandan Belitung yang dilakukan oleh PT Aneka Kaoline Utama yaitu :

1. Limbah cair dari pembuangan pabrik, sehingga masyarakat mengalami
kerugian seperti gangguan kesehatan dan sulitnya mendapatkan air bersih
dikarenakan sungai yang telah tercemar oleh limbah industri tersebut.

2. Udara dari pembuangan pabrik, sehingga masyarakat mengalami kerugian
seperti tercemarnya udara lingkungan sekitar.

Dampak langsung yang dirasakan masyarakat yakni terganggunya
kesehatan masyarakat, seperti yang dialami warga di daerah Tanjung Pandan
Belitung. Warga disana sejak lama menderita penyakit gatal-gatal. Selain itu,
warga mengeluhkan sulithya mendapkan sumber air bersih karena
pembuangan limbah hasil industri ke sungai yang berada di sekitar
pemukiman warga. Meski tidak layak untuk di pakai untuk konsumsi maupun
mandi dan mencuci, tetap saja mereka pergunakan untuk keperluan sehari-hari
akibatnya kesehatan mereka terganggu. Upaya menciptakan lingkungan hidup
yang bersih dan sehat merupakan tanggung jawab setiap orang tanpa
terkecuali, termasuk di dalamnya badan usaha atau badan hukum. Hal tersebut
telah jelas diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 65 ayat (1) menyatakan :
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“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai

bagian dari hak asasi manusia.”.

C. Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup oleh Limbah Industri

PT Aneka Kaoline Utama di Tanjung Pandan Belitung

1. Peran Masyarakat

Pelaksanaan penanggulangan Lingkungan Hidup,

peranan

masyarakat sangatlah penting demi terlaksananya atau terciptanya

lingkungan yang baik dan sehat. Masyarakat memiliki hak, kewajiban

dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan, tanpa terkecuali

masyarakat desa, pelosok maupun kota, karena ruang lingkup lingkungan

bukan hanya ditempat-tempat tertentu saja namun seluruh wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun implementasi dari peran masyarakat dalam pengelolaan

lingkungan hidup yang meliputi beberapa bentuk implementasinya :
a.

b.

Meningkatkan kemandiran, keberdayaan masyarakat
dan kemitraan

Menumbuhkembaangkan kemandirian dan
kepeloporan masyarakat.
Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan

masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial
Memberikan saran pendapat.

Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan
laporan.?

25)

Lingkungan hidup, http:/ tittoarema.

Teguh Adminto, Peran Masyarakat dan Pemerintah dalam Pengelolaan
blogspot.com /2005/12/ peran masyarakat dan

pemerintah dalam. html, diunduh pada tanggal 20 Desember 2016.



http://tittoarema.blogspot.com/2005/12/peran-masyarakat-dan-pemerintah-dalam.html
http://tittoarema.blogspot.com/2005/12/peran-masyarakat-dan-pemerintah-dalam.html
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Suatu proses yang melibatkan masyarakat umumnya dikenal
sebagai peran serta masyarakat, yaitu proses komunikasi dua arah yang
berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat
secara penuh atas suatu proses kegiatan, dimana masalah-masalah dan
kebutuhan lingkungan sedang dianalisa. Begitu luasnya pengertian dan
pemahaman peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan,
sehingga menimbulkan beraneka ragam penafsiran, yang sering Kkali
penafsiran pihak yang kuatlah yang timbul dan mereduksi peran serta
yang bermakna (meaningfull participation). Dari sudut terminologi peran
serta masyarakat dapat diartikan sebagai suatu cara melakukan interaksi
antara dua kelompok; Kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan
dalam proses pengambilan keputusan (non-elite) dan kelompok yang
selama ini melakukan pengambilan keputusan (elite).

Peran masyarakat dengan pola hubungan konsultatif antara pihak
pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan
beserta anggota masyarakat lainnya yang mempunyai hak untuk didengar
pendapatnya dan untuk diberi tahu, dimana keputusan terakhir tetap
berada di tangan pembuat keputusan tersebut. Sedang dalam konteks
peran serta masyarakat yang bersifat kemitraan, pembuat keputusan dan
anggota masyarakat merupakan mitra yang relatif sejajar kedudukannya.
Mereka bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan

masalah dan membahas keputusan.
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Selain itu penyertaan masyarakat akan juga memberikan
informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta
masyarakat juga akan mereduksi kemungkinan penolakan masyarakat
untuk menerima keputusan. Pemberian akses atas informasi tentang
pengelolaan lingkungan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari aspek peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Tujuan dari peran serta masyarakat sejak tahap pencemaran adalah untuk
menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan
masyarakat yang berkepentingan (public interest) dalam rangka
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan.

a. Dasar Hukum Peran Masyarakat
Peraturan yang mengatur mengenai peran masyarakat dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat dalam
Pasal 70 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

(1) “Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang
sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Peran masyarakat dapat berupa:

a. Pengawasan sosial;

b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan,
pengaduan; dan/atau

c. Penyimpanan informasi dan/atau laporan.

(3) Peran masyarakat dilakukan untuk:

a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup;

b. Meningkatkan ~ kemandirian,  keberdayaan
masyarakat, dan kemitraan;
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c. Menumbuhkembangkan  kemampuan  dan
kepeloporan masyarakat;

d. Menumbuhkembangkan ketanggap segeraan
masyarakat untuk melakukan pengawasan
sosial;

e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan
kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi
lingkungan hidup.”

Peran serta masyarakat sangatlah penting untuk berperan
serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna
kelangsungan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Peran
serta masyarakat berfungsi sebagai fungsi kontrol dalam pengawasan
pembuangan limbah oleh industri yang mengelola limbahnya
terlebih dahulu dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan
industri yang membuang limbah tanpa pengelolaan terlebih dahulu,
agar tidak terjadi pencemaran lingkungan yang dapat mengakibatkan
terjadinya terhadap kerusakan lingkungan hidup.

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Masyarakat berhak berperan dalam pengelolaan lingkungan
hidup yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku dalam setiap
kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, karena
masyarakat adalah bagian dari lingkungan tersebut.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 65,

menyatakan :
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a) “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang
baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi
manusia.

b) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan
lingkungan  hidup, akses informasi, akses
partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi
hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

c) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau
keberatan terhadap rencana usaha dan/atau
kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan
dampak terhadap lingkungan hidup.

d) Setiap orang berhak untuk berperan dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat
dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup.”

f) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
diatur dengan Peraturan Menteri.

Peran serta pengelolaan lingkungan hidup, setiap orang harus
memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan
lingkungan. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 67
menyatakan “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian
fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau

lerusakan lingkungan hidup.”

2. Peran Pemerintah
Pemerintah sebagai lembaga tertinggi dalam suatu Negara
berwenang untuk mengatur ataupun mengendalikan apa saja yang

berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam
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Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-
IV dalam Pasal 33 yang mengatur tentang sumber-sumber Negara yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan digunakan
sebesar-besarnya  untuk ~ kemakmuran  rakyat. Dan  untuk
mengimplementasikan hal tersebut maka pemerintah melakukan hal-hal
sebagai berikut :
a) Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka
pengelolaan lingkungan hidup
b) Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan
lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam,
termasuk genetiknya.
¢) Mengatur perbuatan hukum dan hubungan antara orang lain dan/atau
subjek hukum lainnya serta pembuatan hukum terhadap sumber daya
alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetik.
d) Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial.
e) Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi
lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan Yyang

berlaku.

Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup secara nasional

pemerintah bahkan mempunyai kewajiban yang dituangkan dalam
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang antara lain :

a)

b)

d)

f)

9)

Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan
kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam
pengelolaan lingkungan hidup.

Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan
kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam
pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan
kemitraan antar masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam
upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Mengembangkan dan  menerapkan kebijaksanaan nasional
pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemitif,
preventif dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi ramah lingkungan
hidup.

Menyelenggarakan  penelitian dan  pengembangan dibidang

lingkungan hidup.
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h) Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan
kepada masyarakat.
i) Memberikan pernghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa

di bidang lingkungan hidup.

3. Peran Pelaku Usaha

Lingkungan mempunyai peran yang sangat besar terhadap
kelangsungan sebuah kehidupan, maka peran serta semua pihak
khususnya dunia usaha dalam melindungi dan mengelola lingkungan
hidup menjadi sebuah keharusan dan sebuah harga mati. Wujud dari pada
kepedulian lingkungan tersebut dapat ditunjukkan memaluli berbagai
ragam cara, mulai dari kebijakan-kebijakan yang sifatnya global hingga
pada hal yang lebih rinci menyangkut pemberdayaan masyarakat dalam
pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup.

Upaya meningkatkan peran aktif setiap perusahaan untuk
melestarikan lingkungan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung
telah melakukan perjanjian berupa upaya penanganan pencemaran
lingkungan terhadap sungai di daerah Tanjung Pandan Belitung berupa
kepedulian lingkungan dari pihak industri terhadap masyarakat.

Para pelaku usaha secara langsung memberikan respon yang cukup
baik terhadap pelaksanaan kesepakatan yang dilakukan antara masyarakat
Tanjung Pandan Belitung, Pemerintah dan para pihak pelaku usaha yaitu

PT Aneka Kaoline Utama. Perusahaan tersebut telah menunjukkan
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komitmen dengan ikut serta dalam musyawarah bersama guna
menemukan  kesepakatan penanganan pencemaran sungai dan
pencemaran udara yang dilakukan perusahaan tersebut.
Hasil kesepakatan yang dihasilkan ialah bahwa perusahaan PT
Aneka Kaoline Utama akan melakukan upaya berupa penanganan
pencemaran sungai Air Raya untuk penyelesaian jangka pendek berupa
kepedulian lingkungan dari pihak perusahaan terhadap masyarakat
Tanjung Pandan Belitung khususnya yang berada di sekitar aliran sungai
Air Raya.
D. Penerapan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup pada Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009, sebagaimana yang tercantum dalam Bab XIlII
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dikatakan bahwa penyelesaian sengketa
lingkungan dapat ditempuh melalui dua cara yaitu melalui pengadilan dan
diluar pengadilan (Pasal 84 ayat (1)). Pada bagian kedua tentang penyelesaian
sengketa Lingkungan Hidup diluar pengadilan, dikatakan pada Pasal 85 ayat
(1) bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan
dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :

1. Bentuk dan besarnya ganti rugi
2. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan



78

3. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran
dan/atau perusakan

4. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap
lingkungan hidup.

Jika dilihat dari penerapan hukum secara perdata, hak gugat
pemerintah dan pemerintah daerah, hak gugat masyarakat dan hak gugat
organisasi lingkungan hidup merupakan bentuk-bentuk pengamalan konsep
axio popularis, class action dan legal standing. Konsep-konsep ini
merupakan terobosan hukum yang sangat baik dalam penerapannya.
Penerapan  hukum perdata ini juga diikuti dengan berbagai
persyaratan seperti pelaksanaan hak gugat oleh pemerintah bisa dilakukan
oleh Kejaksaan, pelaksanaan clas action yang dapat dilakukan oleh orang
atau sekelompok orang dan pelaksanaan hak gugat oleh organisasi
Lingkungan yang harus memenuhi persyaratan organisasi sesuai dengan apa
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup. Ancaman hukuman yang
diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan lingkungan Hidup ini juga cukup komprehensif, misalkan
mengenai pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana dan perdata
yang mengancam setiap pelanggaran peraturan dibidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup, baik perseorangan, korporasi, maupun

pejabat. Contoh yang paling konkret adalah porsi yang diberikan pada
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masalah AMDAL. Sekurangnya terdapat 23 pasal yang mengatur mengenai

AMDAL, tetapi pengertian dari AMDAL itu sendiri berbeda antara Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

1997, yakni hilangnya “dampak besar”. Hal-hal baru mengenai AMDAL

yang termuat pada undang-undang terbaru ini antara lain:

1.

AMDAL dan UKL/UPL merupakan salah satu instrumen pencegahan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

Penyusunan dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi
penyusun dokumen AMDAL;

Komisi penilai AMDAL pusat, Provinsi, maupun Kab/Kota wajib
memiliki lisensi AMDAL;

AMDAL dan UKL/UPL merupakan persyaratan untuk penertiban izin
lingkungan;

Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubenur, Bupati/Walokota
sesuai kewenangannya.

Selain hal-hal yang disebutkan diatas, ada pengaturan yang tegas dan

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini, vyaitu

dikenakannya sanksi pidana dan sanksi perdata terkait pelanggaran

bidang AMDAL. Hal-hal yang terkait dengan sanksi tersebut berupa :

Sanksi terhadap orang yang melakukan usaha/kegiatan tanpa memiliki
izin lingkungan;

Sanksi terhadap orang yang menyusun dokumen AMDAL tanpa memiliki
sertifikat kompetensi;

Sanksi terhadap pejabat yang memberikan izin lingkungan yang tanpa
dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau UPL/UKL.
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir (2) menyatakan:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran
dan/atau  kerusakan lingkungan hidup yang meliputi
perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,
pengawasan, dan penegakan hukum”.

Proses penegakan hukum lingkungan ini pun jauh lebih rumit dari
pada delik lain, karena seperti telah dikemukakan sebelumnya, hukum
lingkungan menempati titik silang berbagai bidang hukum klasik. Proses
penegakan hukum administrasi akan lain daripada proses penegakan hukum
perdata ataupun hukum pidana.

Pada umumnya masalah dimulai dari satu titik, yaitu terjadinya
pelanggaran hukum lingkungan. Dari titik berangkat ini dapat dimulai dari
orang pribadi anggota masyarakat, korban penegak hukum yang mengetahui
langsung terjadinya pelanggaran tanpa adanya laporan atau pengaduan.

Tujuan tempat melapor kepada Bapeda Kantor Lingkungan Hidup
juga bermacam-macam karena secara dini dapat mengetahui apakah benar
terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan. Mereka memiliki

laboratorium khusus, dan dari pemeriksaan laboratorium itu dapat diketahui

terjadinya pelanggaran.
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Dari kantor Lingkungan Hidup ini dapat dipilih proses selanjutnya.
Jika masih ragu, tentang ketentuan mana yang dilanggar, apakah ketentuan
administrasi (pelanggaran perizinan), apakah bersifat perdata (misalnya
perbuatan melanggar hukum) ataukah perlu dilanjutkan ke proses hukum
pidana misalnya jika pelanggar adalah residivis. Kantor Lingkungan Hidup
ini membawa persoalanya ke forum musyawarah. Akan tetapi, jika penerima
laporan menggap bahwa pelanggaran ini masih dapat diperbaiki atau
dipulinkan dengan paksaan administratif (bestuursdwang) maka dapat
diteruskan kepada yang mengeluarkan izin (misalnya pemerintah daerah)
untuk segera ditanggulangi apakah cukup dengan compliance (negosiasi,
penerangan, nasehat, dan seterusnya), ataukah tindakan keras, misalnya
penarikan izin.?®

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
belum cukup untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung
jawab usaha. Karena yang dimaksud Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(BPLH) memiliki tugas pokok memimpin, mengatur, membina,
mengendalikan, mengkoordinasikan dan merumuskan serta

mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan

26) Jur. Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,
him. 51.
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kebijakan daerah yang bersifta spesifik dibidang pembinaan, pelayanan dan
pengelolaan pengendalian lingkungan hidup.?”

Apabila dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan Pemerintah Daerah
tidak melakukan tugas sesuai dengan seharusnya maka akan ada sanksi yang
diberikan kepada Pemerintah atau Pejabat yang berwenang baik berupa sanksi
pidana maupun sanksi perdata berupa membayar denda dengan jumlah yang
telah ditetapkan.

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak
melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab
usaha dan/atau Kkegiatan terhadap peraturan perundang-
undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya
pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  yang
mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling
banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).”

) Provinsi KepulauanBangka Belitung, Badan Lingkungan Hidup Daerah

http://www.babelprov.go.id/content/badan-lingkungan-hidup-daerah, diunduh pada tanggal 21
Desember 2016.






